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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 48 TAHUN z0/'A

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
UNIT PEL,AKSANA TEKNIS

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 2O ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor I Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa rincian organisasi Unit

Pelaksana Teknis Dinas serta rincian tugas, fungsi dan uraian tugas masing-

masing jabatan struktural akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan

Gubernur;

b, bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada

masyardkat, maka perlu melakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang organisasi, Tugas, Fungsi dan

Uraian Tugas, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi

Sumatera Utara;

1" Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonsmi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Nomor 3390) ;

3. Undang..,
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3. undang-undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 47,

Tambahan Lembar:an Negara Republik lndonesia Nomor 4256);

4. undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2CIA4 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 20Og tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun zOU tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44341;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OQ4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4800);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2009 Nomor 14A, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5059;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor

5e);

1 1. Peraturan....
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ll.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Strukturat (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negar:a'Republik

lndonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor a Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan

lnformasi Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembar:an Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor46g3);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4S16);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2007 Nomot 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4737\;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

19. Peraturan...
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19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utana Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Republik lndonesia Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor g Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor g);

2l.Peraturan Gubernur Sumatera lJlara Nomor 3 Tahun zorc tentang

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun zC1rA Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MCNEtAPKan : PEMTURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI

DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PERH UBU NGAN PROVINSI SUMATEM UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara ;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi

dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan

prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945) ;

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;

6. Perangkat...



6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur O"la,l
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan,

Kantor dan Rumah Sakit Daerah dan Lembaga lainnya;

7. Daerah Otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan

Republik lndonesia;

8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

L Sekretariat Daerah adalah Sekretarlat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang

selanjutnya disebut Setdaprovsu;

l0.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, disebut

Sekdaprovsu ;

1 1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada

Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim

Negara Kesatuan Republik lndonesia ;

12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur

sebagaiWakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah ;

13.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa

dan/atau dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai

pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia, dengan kewajiban

melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang

menugaskannya;

14. Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;

15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;

16.Unit PelaksanaTeknis Dinas adalah Unit PelaksanaTeknis Dinas Perhubungan

Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut UPTD

17.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adaiah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala UPTD;

lS.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari

tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan

tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

19. Peraturan...



6

19. Peraturan Gubemur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perqndang -udangan
yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakankan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan sifatnya mengatur ;

20. Eselon adalah tingkatan jabatan strukturat.

BAB II

Bagian Kesatu

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksana kan
sebagian tugas tekrris penunjang dan atau tugas teknis operasional ;

(2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pelayanan kepada instansi Perangkat Daerah dan
masyarakat dengan membawahi beberapa Kabupaten lKota;

(3) Organisasi Unit Pelaksana Teknis ditata dengan melakukan pengurangan/ perampingan

besaran organisasi, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;

(4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi Unit pelal<sana Teknis (UpT)
Dinas.

Bagian Kedua

PEMBENTUKAN

Paeal 3

(1) Dengan Peraturan ini, ditala dan dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan,

terdiridari :

a. UPT Angkutan Sungai Danau dan Pdnyeberangan Wlayah I yang berkedudukan di

Medan dengan wilayah kerja Kota Medan, Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan

sekitarnya;

b. UPT Angkutan Surtgai Danau dan Penyeberangan Wlayah ll yang berkedudukan di
Perapat dengan wilayah kerja Kabupaten di Kawasan Danau Toba ;

c' UPT Pengawasan dan Pengendalian $arana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Wilayah.l yang berkedudukan di Medan dengan Wilayah kerja Kota Medan, Binjai,

Tebing Tinggi, Kabupaten Deli serdang, serdang Bedagaidan Langkat ;

d. UPT Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Pr*sarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Wilayah ll yang berkedudukan di Pematang $r.nntar dengan wilayah kerja Kota

Pematang Siantar, Kahupaten Simalungun, Karo, Humh*ng Hasundutan, Toba Samosir,

TapanuliUtara, Dairi F*k-pak Bharat ;

e,uPT....



7

e. UPT Pengawasan dan Pengendalian, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Wilayah lll yang berkedudukan di Rantau Prapat dengan wilayah

kerja Kabupaten Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan

Labuhan Batu Selatan ;

f. UPT Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Wilayah lV yang berkedudukan di Padang Sidempuan/Sibolga

dengan wilayah kerja Kota Padang Sidempuan, Sibolga, Kabupaten Tapanuli

Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Tapanuli Tengah.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksut pada ayat (1)

menyelenggarakan pelayanan jasa dan pelayanan umum.

BAB III

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah unsur

Pelaksana Dinas dibidang penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Unit pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur Pelaksana Dinas dibidang penyelenggaraan

Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipimpin oleh seorang Kepala

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris Dinas.

Bagian KEdua

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan'

terdiri dari :

a, Unit Pelaksana Teknis;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan ;

d. Seksi Keselamatan dan Pengawasan ;

e, Kelompok Jabatan Fungsional'
(2) Organisasi...
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(2) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis ;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana LLAJ ;

d. Seksi Pengendalian Operasional $ar:ana dan prasarana LLAJ ;

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

unit Pelaksana Teknis Angkutan $ungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 6

(1) Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah dibidang ketatausahaan, lalu lintas dan angkutan serta keselamatan dan

pengawasan dibidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin

pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan;

b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, lnstansi

Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan ;

d. penyelenggaraan fasilitas pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

e. penyelenggaraan penanganan keselamatan dan pnngawasan angkutan sungai,

danau dan penyeberangan ;

f. penyelenggaraan penyusunan standar teknis p**sawasan dan keselamatan

angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;

g. penyelenggaraan...
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g' penyelenggaraan pelaksanaan ketentuan keselamatan Angkutan sungai, Danaudan penyeberangan;

h' penyerenggaraan administrasi intemar dan eksternar ;r' penyerenggaraan pemberian masukan kepada Kepara
fungsinya;

j' penyerenggaraan tugas rain yang diberikan Kepara
fungsinya ;

k' penyelengaraan raporan dan pertanggung jawaban atas
sesuai standar yang ditetapkan.

Dinas, sesuai tugas dan

Dinas, sesuai tugas dan

pelaksanaan tugasnya,

(3) Kepala unit peraksana Teknis (upr), mempunyai uraian tugas :

a' menyelenggarakan, pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan
disiplin pegawai pada lingkup Unit pelaksana Teknis;

b' menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Angkutan
sungai' Danau dan penyeberangan, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;c' menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan stander, norma dan kriteria
penyelenggaraan pelayanan, keselamatan dan pengawasan Angkutan sungai,
Danau dan penyeberangan 

;

d' menyelenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan pengawasan operasional
Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan;

e' menyelenggarakan fasilitas jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan 
;f' menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal ;g' menyelenggarakan pelaksanaan urusan ketata-usahaan, urusan kepegawaian

dan urusan keuangan;

h' menyelenggarakan Peningkatan Kualitas sumber Daya Manusia pada unit
Pelaksana Teknis;

i' menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian
penyelenggaraan Angkutan sungai, Danau dan penyeberangan dengan lembaga
instansi terkait dan KabupaterVKota ;

j' menyerenggarakan pembinaan unit peraksana Teknis;
k' menyelenggarakan evaruasi kegiatan unit peraksana Teknis ;l' menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan sungai, danau

dan penyeberangan 
;

m' menyelenggarakan pengkajian kebutuhan anggaran beranja upr, sesuai
ketentuan peraturan perundang_undangan;

n. menyelenggarakan...
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n. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan pengarnanan Kantor;
o. menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan dibidang Angkutan

Sungai, Danau dan penyeberangan;

p. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan
fungsinya;

q' menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas

dan fungsinya ;

r. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan ;

(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan,

dibantu oleh :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan ;

c. Seksi Keselamatan dan Pengawas.

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyaitugas :

a melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup

Sub Bagian Tata Usaha;

b melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan

pelaksanaan tugas Sub Bagian ;

c melaksanakan administrasi/penata usahaan, penerimaan dan pendistribusian

surat-surat dan naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan ;

d melaksanakan Pembinaan administrasi kepegawaian, sesuai standar yang

ditetapkan;

e melaksanakan pembinaan administrasi keuangan, sesuai standar yang

ditetapkan ;

f melaksanakan penyusunan bahan rencana dan program kegiatan pada lingkup

Unit Pelaksana Teknis dan Sub Bagian Tata Usaha ;

g melaksanakan usuran rumah tangga UPT;

h melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan dan

lnstrumen Kantor Unit Pelaksana Iekni$, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;

i melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan

ketatausahaan' 
,. meraksanakan.,.
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j melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kegiatan pada Unit

Pelaksana Teknis, sesuai standar yang ditetapkan ;

k melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal maupun eksternal

Unit Pelaksana Teknis ;

I melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan

minimal ;

m melaksanakan penjfoordinasian penyusunan laporan Unit Pelaksanan Teknis,

sesuai standar yang ditetapkan ;

n melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kelompok jabatan fungsional,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan keamanan Kantor,

sesuai standar yang ditetapkan ;

p melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf di bidang Ketatausahaan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;

q melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang

tugasnya;

r melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya ;

s melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan, mempunyaitugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dan referensi lalu

lintas dan angkutan sungaidanau dan penyeberangan ;

c. melaksanakan penyusunan rencana umum penetapan jaringan angkutan

sungaidan danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

d. melaksanakan penyusunan rencana umum penetapan Iintas penyeberangan

antar Kabupaterr/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;

e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, pemasangan dan

pemeliharaan rambu-rambu angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

f. melaksanakan penyusunan usutan penetapan tarif angkutan penyeberangan

yang terletak pada jaringan Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. melaksanakan...
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g. melaksanakan penyusunan usulan penetapan tarif angkutan sungai dan danau

kelas ekonomi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, gesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai, danau dan

penyeberangan antar Kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan jalan

Provinsi;

i. melaksanakan penyiapan rekomendasi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal

Angkutan Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sesuai

standar yang ditetapkan ;

j. melaksanakan penyiapan rekomendasi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal

Angkutan Penyeberangan lintas antar kabupatenlkota dalam Provinsi, sesuai

standar yang ditetapkan ;

k, melaksanakan penyiapan rekomendasi ijin usaha terhadap operator kapal

ASDP antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

l. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan

penyeberangan.

m.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan ;

n. melaksanakan tugas lain yarig diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan

tugasnya;

o. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai

dengan tugasnya;

p. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas

pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Keselamatan dan Pengawasan, mempunyaitugas:

a melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada

Lingkup Seksi Keselamatan dan Pengawasan ;

b melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan keselamatan dan

pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;

c. Melaksanakan



13

c melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bidang
keselamatan dan pengawasan 

;

d melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam bidang
keselamatan dan pengawasan ;

e menyusun standar pembangunan, pengadaan dan pengukuran kapal sampai
dengan GT 300 dan standar pengawasan kapal berukuran sama dengan atau
lebih dari 7 ( GT > 7 ) yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau)
meliputi keselamatan kapal, pemeriksaan radio/elektronika kapal, pengukuran

kapal, pas perairan daratan, buku register pas perairan daratan, konstruksi
kapal, permesinan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, perlengkapan kapal,
dokumen pengawakan kapal, sesuai standar yang ditetapkan ;

f melaksanakan pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda
pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikasi kelaikan kapal, sertifikasi
pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai danau dan
penyeberangan;

g melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, pemeliharaan,

pengerukan alur pelayaran sungai dan danau ;

h melaksanakan penyusunan pengadaan kapal sungai, danau dan
penyeberangan 

;

i melaksanakan penyusunan usulan pengerukan alur pelayaran angkutan

sungai dan danau ;

j melaksanakan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan ;

k melaksanakan rekomendasi ijin pembangunan prasarana yang melintasi alur

sungai dan danau ;

I melaksanakan rekomendasi rencana induk petabuhan penyeberangan

DLKr/DLKp pada jaringan jalan Provinsi ;

m melaksanakan penyiapan usulan pembangunan pelabuhan Sungai, Danau

dan Penyeberangan;

n melaksanakan pengawasan terhadap angkutan barang berbahaya dan khusus

melalui Sungai, Danau dan Penyeberangan ;

o. melaksanakan



14

o melaksanakan penyiapan ijin pembangunan prasarana yang melalui alur

sungai dan danau ;

p melaksanakan pengawasan terhadap pengoperasian sarana sungai, danau

dan penyeberangan;

q melaksanakan penyusunan telaahan staf dibidang keselamatan dan

pengawasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;

r melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai

dengan tugasnya ;

s melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan

tugasnya ;

t melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas

pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

UPT Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 8

(1) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana

LLAJ mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, pengumpulan dan pengolahan

data serta pengendalian operasional sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan ;

(2) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penyiapan penegakan

disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan

Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

b. penyelenggaraan
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b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang

pengawasan dan pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan ;

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pengawasan dan Pengendalian

Sarana dan Prasarana L|SJ dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

lnstansi Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan ;

d. penyelenggaraan pemeriksaan dan penertiban persyaratan teknis dan laik

jalan serta operasional angkutan umum dan angkutan barang ;

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penimbangan

kenderaan bermotor di Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor

(UPPKB) pada Dinas Perhubungan;

f. penyelenggaraan pelaksanaan ketentuan keselamatan angkutan orang dan

barang dUalan ;

g. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal ;

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan

fungsinya;

i. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas

dan fungsinya ;

j, penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan

disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis ;

b. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan

pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana LLAJ, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan

kriteria penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sarana dan

prasarana LIAJ ;

d. meyelenggarakan
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d. menyelenggarakan penyusunan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas

dalam pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta operasional

angkutan umum serta penimbangan kenderaan bermotor di UPPKB Dinas

Perhubungan;

e. menyelenggarakan pelaksanaan Urusan ketata-usahaan, urusan kepegawaian

dan urugan keuangan;

f. menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan keselamatan angkutan orang di

jalan;

g. menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan keselamatan angkutan barang di

jalan;

h. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihakl

terkait;

i. menyelenggarakan monitoring/pemantauan penegakan ketentuan

keselamatan kenderaan bermotor ;

j. menyelenggarakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, sesuai

standar yang ditetapkan ;

k. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian

penyelenggaraan sarana dan prasarana LLAJ dengan lembaga instansiterkait

dan Kabupaten/Kota;

l. menyelenggarakan telaahan staf dibidang Teknis pengawasan dan

peog€:; i, j*iran sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagai

b*ha'r p,*ngambilan kebijakan ;

rr. rTl€11!, Qngga|akan pembinaan kelompok jabatan fungsional ;

n. menyel* nggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan

tugas dar' {ungsinya ;

o. meny';tler:r;'gnrakan i.l+Jnr{rs1is11 masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan

tugas riap rilpgtinya 
;

p menyelen,;*arakan pelaporan dan pertanggirng jawaban atas pelaksanaan

tugasnya "'$ado Kepai;r Dinas, sesuai StancJai yang ditetapkan.

\4) lJr:lr.rl', r .g1",*g6tr:;.rr.;r fi.Jgds, fUngsr r1;rrr rrraiantUgas :'.iiagaimana dimaksud pada

;"ry'at i i) 1an r','$f ':) Kepala Unit Pelaksana ttknis Pengamatan dan

ilengenc*aalnin $ax;rrra dan Prasarnrra t alu Lintas c.l;rrt Angkutan Jalan dibantu

oleh :

,t. f ,,b [-,*$,ttr ; .,;*lta 
,

r.i r*ksi i *ngl;rnF,**rcs;! rJ€fl P€Og-r.,i;ti:':r' {)ata, Safana i,i,:Ji' Pfa$Afana L.LAJ ;

C. SekiiFerrgendalian Operasional Sarana dan Prasarana LIA!;

Pasal 9...
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Pasal g

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyaitugas:
a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada

lingkup Sub Bagian Tata Usaha;

b. melaksanakan urusan Ketatausahaan Keuangan, administrasi kepegawaian,
adminstrasi perlengkapan dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c' melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian datalbahan dibidang
ketatausahaan dan pendokumentasian 

;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada lingkup
Unit Pelaksana Teknis dan Sub Bagian Tata Usaha ;

e. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan dan
instrumen Kantor Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;

f. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan

ketatausahaan dan keadministrasian ;

g. melaksanakan pengkoordinasian bahan/data dari Seksi lainnya untuk
penyusunan Rencana kerja jangka menengah dan tahunan ;

h' melaksanakan pengumpulan data, penghimpunan dan penyusunan laporan

setiap bulan ;

i. melaksanakan persiapan dokumen perubahan sifat kenderaan ijin insidentil dan

ijin karoseri kenderaan bermotor, sesuaistandar yang ditetapkan ;

j. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kegiatan pada Unit

Pelaksana Teknis, sesuai standar yang ditetapkan ;

k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal maupun eksternal

Unit Pelaksana Teknis ;

l. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan admin.istrasi Unit Pelaksana

Teknis, sesuai standar yang ditetapkan;

m. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan naskah dinas, kelembagaan

ketatalaksanaan dan kearsipan Unit llelaksana Teknis, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

n. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan p*layanan umum dan pelayanan

minimal ;

o. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan tiap{iap Seksi, sesuai

standar yang ditetapkan ;

p. melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kalompok jabatan fungsional,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melaksanakan...
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q' melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan keamanan Kantor,

seeuai standgr yang ditetapkan ;

r. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf dibidang Ketatausahaan

sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;

s. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang

tugasnya;

t. melaksanakan tugas lain diberikan Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya ;

u. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya

kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data $arana dan Prasarana

LLAJ, mempunyaitugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai

pada Lingkup Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Sarana dan

Prasarana LISJ;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data/bahan dan referensi untuk

pelaksanaan tugas pada Seksi Pengumpul dan Pengolahan Data Sarana dan

Prasarana LLAJ;

c. melaksanakan penyusunan dan penyempumaan standar, norma dan kriteria

dibidang pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana LIAJ;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Seksi

Pengumpulan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana LISJ;

e. melaksanakan pengawasan/pengendalian kegiatan pengumpulan dan

pengolahan data sarana dan prasarana LLAJ;

f . melaksanakan monitoring dan pembinaan kegiatan pengumpulan dan

pengolahan data sarana dan prasarana Lt AJ;

g. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, fasilitasi penyelenggaraan

pengumpulan dan pengolahan Data Sarana dan Prasarana LIAJ ;

h. melaksanakan inventarisasi data sarana dan prasarana LLAJ, sesuai dengan

wilayah kerja serta usulan kebutuhan prasarana LI-AJ ;

i. melaksanakan analisis dan penyajian data sarana dan prasarana LIAJ;

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka

inventarisasidata sarana dan prasarana LLAJ;

k. melaksanakan...
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k. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf dibidang pengumpulan
dan pengolahan data sarana L[AJ, sebagai bahan pertirnbangan dalam
pengambilan kebijakan ;

I' melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UpT, sesuai

dengan tugasnya;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UpT,

n. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

tugasnya kepada Kepala upr, sesuaistandar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana LLAJ,
mempunyaitugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada

Lingkup Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana LI.AJ;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data/bahan dan referensi untuk

pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Operasional Sar:ana dan

Prasarana LLFr.l;

c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan

pengendalian operasional sarana dan prasarana LLAJi

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Seksi

Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana LLAJ;

e. melaksanakan pengawasan/pengendalian, monitoring dan pembinaan kegiatan

pengendalian operasional sarana dan prasarana LLA.I ;

f. melaksanakan monitoring/pemantauan pelaksanaan oper€rsional pemeriksaan

dan pengawasan sarana angkutan orang dan barang, sesuai standar yang

ditetapkan;

g. melaksanakan penyusunan standar pelaksanaan operasional pengawasan

prasarana LIAJ;

h. melaksanakan penanganan terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

i. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan

laik jalan dan pelanggaran operasional angkutan urnum, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan...
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j' melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan prasarana

L|SJ yang ada diwilayah kerjanya;

k. melaksanakan pelaksanaan penertiban muatan angkutan orang dan barang,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan penyusunan telaahan staf dibidang pengendalian operasional

sarana dan prasarana L|SJ untuk pertimbangan pengambilan kebfiakan ;

m. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai

dengan tugasnya ;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan

tugasnya;

o. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya

kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Kelima
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Pada UPT Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok

jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi UPT Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sesuai

dengan keahlian masing-masing;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang

masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan

beban kerja;

(5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

BAB lll...
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BAB III

TATA KERJA

Paeal 11

(1) Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Unit Pelaksana Teknis pengawasan dan
Pengendalian Sarane dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan
dan ditetapkan, oteh Kepala Dinas Perhubungan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan 

;

(2) Pembiayaan dalam penyelenggaraan pengelolaan Unit petaksana Teknis
Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi

$umatera Utara pada Dinas perhubungan.

(3) Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis, semua pejabat struktural wajib membangun, mernelihara dan
membina komunikasi vertikal, harizontal, paraf koordinasi dan kerjasama dengan
Sub Unit, Perangkat Daerah dan pihak ketiga, serta menerapkan prinsip
partisipasi, transfaransi dan akuntablitas, sesuai tugas dan mekanisme yang

ditetapkan;

(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis, wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap bawahannya masing-masing;

(5) Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan dalam melaksanakan tugas
karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas
Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

t6) Apabila Kepala $ub Bagian Tata Usaha danlatau Kepala Seksi berhalangan dalam

melaksanakan tugas karena sesuatu hal, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis
menghunjuk pejabat yang telah, memenuhi persyaratan untuk melaksanakan

tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha danlatau Kepala Seksi ;

(7) Apabila Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berhalangan dalam menjalankan

tugas karena sesuatu hal, Kepala Unit Pelaksana Teknis menghunjuk staf pada

lingkungan Unit Pelaksana Teknis dengan melengkapi administrasi pelaksanaan

tugas, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Pasal 12,..
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Pasal 12

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :

a. Surat dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas harus melalui paraf

penanggungjawab melalui koordinasi Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai

ketentuan naskah dinas ;

b. Surat dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis harus

melalui paraf koordinasi melalui Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV

KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 13

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Gubernur ;

(2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sejenis sifatnya melaksanakan

tugas fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan lni.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 060.255.K Tahun 2OO2 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 1412OOS tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Angkutan

Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 15...



Pasal 15

Peraturan Gubernur ini murai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Medan
padatanggal : etJUU aop
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di

pada tanggal

: Medan

: *9 $tli Jotz

SI SUMATERA UTARA TAHUN 2O{O NOM OR hfi.
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